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KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VI DPR RI  

KE PT. PERKEBUNAN NUSANTARA (PTPN) VIII DAN  

PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA (PERUM PERHUTANI) 

KE BOGOR PROVINSI JAWA BARAT 

PADA MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2023 - 2024 

TANGGAL 6 – 8 NOVEMBER 2023 

1. PENDAHULUAN 

A. Dasar Kunjungan Kerja 

Pada tanggal 6 sd. 8 November 2023 Masa Persidangan II Tahun Sidang 

2023 – 2024 Komisi VI DPR RI, melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik 

(Kunspek) ke PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII dan Perusahaan Umum 

Kehutanan Negara (Perum Perhutani) ke Bogor Provinsi Jawa Barat. 

Kunjungan Kerja Spesifik tersebut dalam rangka menjalankan fungsi 

pengawasan dengan meninjau langsung hasil capaian kinerja korporasi PTPN 

VIII dan Perum Perhutani di Gunung Mas, Puncak Kabupaten Bogor Jawa 

Barat 

Kunjungan Kerja Spesifik ke PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII ini 

dinilai penting dan strategis dalam rangka mendapatkan penjelasan terkait 

perkembangan kinerja perusahaan terutama di Provinsi Jawa Barat. Sebab, 

seperti yang kita ketahui PT Perkebunan Nusantara VIII adalah sebuah Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia di bawah Holding Perkebunan yang 

menjalankan berbagai bisnis komoditi penting perkebunan seperti teh, karet, 

sawit dan Kopi.  

Dengan perkebunan teh terbesar dan terluas di Indonesia, perkebunan 

sawit yang tersebar di dua wilayah Jawa Barat dan Banten, serta perkebunan 

Karet yang tersebar di wilayah Jawa Barat, PTPN VIII memiliki potensi ekspor 
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yang besar dan sangat menjanjikan bagi pemasukan negara dan 

kesejahteraan masyarakat.  

Selain itu, Komisi VI DPR RI menggunakan kesempatan tersebut untuk 

melihat langsung kinerja Perum Perhutani.  Komisi VI DPR RI menilai hal ini 

juga penting mengingat Perum Perhutani dianggap berperan penting 

meningkatkan produktivitas sektor kehutanan nasional yang selaras dengan 

upaya mewujudkan hutan lestari serta melakukan percepatan intergrasi bisnis 

dari hulu ke hilir.   

Dalam Kunjungan Kerja Spesifik tersebut Komisi VI DPR RI memastikan 

pencapaian target yang telah ditetapkan kepada Perum Perhutani. Utamanya 

dalam meningkatkan peran dan fungsi mendukung kelestarian hutan nasional, 

serta kontribusi pada perekonomian di Provinsi Jawa Barat melalui 

peningkatan partisipasi masyarakat dan UMKM dalam kegiatan perusahaan.  

Secara khusus, Komisi VI DPR RI telah melihat secara langsung sejauh 

mana upaya perbaikan tata Kelola Perusahaan baik di PTPN VIII maupun di 

Perum Perhutani terutama dalam menyikapi beberapa permasalahan yang 

tengah menjadi sorotan Masyarakat, seperti penanganan asset-asset dan 

lahan yang menjadi subyek konflik dengan masyarakat dan penyelesaian 

Santunan Hari Tua atau SHT untuk para purna karya baik di Perusahaan 

maupun di anak usaha. Komisi VI DPR RI juga telah mendapat penjelasan 

langsung dari Direksi PTPN VIII dan Perum Perhutani serta pihak terkait 

lainnya yang berhubungan dengan tujuan dari Kunjungan Kerja Spesifik ini.  

Kunker Spesifik Komisi VI DPR RI ini dilaksanakan sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), yang telah dilakukan perubahan terakhir 

melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, dalam melaksanakan tugas 

di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dimana DPR RI dapat mengadakan Kunjungan 

Kerja sesuai bidangnya.     
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B. Objek Kunjungan Kerja 

Terkait dengan tujuan serta ruang lingkup Kunjungan Kerja Spesifik 

Komisi VI DPR RI pada tanggal 6 – 8 November 2023 adalah PTPN VIII dan 

Perum Perhutani di Gunung Mas, Puncak, Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa 

Barat.    

C. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja 

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Bogor 

Provinsi Jawa Barat pada tanggal 6 sd. 8 November 2023 adalah, dalam 

rangka menjalankan fungsi pengawasan dengan mendengarkan langsung  

kinerja korporasi PTPN VIII dan Perum Perhutani dari Jajaran Dewan Direksi 

yang berlangsung di Gunung Mas, Puncak Kabupaten Bogor Jawa Barat.   

Dalam Kunspek tersebut Komisi VI DPR RI yang membidangi Koperasi 

dan UKM, Perdagangan, BUMN, dan Investasi telah tuntas melakukan tatap 

muka dengan berbagai pihak sebagai bagian dari pelaksanaan tugas di bidang 

legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), yang telah dilakukan 

perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019.   

D. Agenda Kunjungan Kerja 

Guna mendapatkan gambaran sesuai dengan maksud dan tujuan 

kunjungan Kerja tersebut di atas, Komisi VI DPR RI dari tanggal 6 sd. 8 

November 2023 melakukan tatap muka yang berlangsung di Gunung Mas, 

Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, dengan berbagai pihak terkait untuk 

mendapatkan data-data sebagai bahan awal Kunjungan Kerja Spesifik ini,  

E. Anggota Tim Kunjungan Kerja 

Anggota Tim dalam pelaksanaan kegiatan Kunker Spesifik Komisi VI 

DPR RI ke Gunung Mas Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat tersebut 

adalah sebagai berikut: 
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NO. NO. ANGG. N A M A KETERANGAN 

1. A-33 FAISOL RIZA, S.S PIMP. / F-PKB 

2. A-189 ARIA BIMA PIMP. / F-PDIP 

3. A318 M. SARMUJI, S.E., M.Si PIMP. / F-PGOLKAR 

4. A-229 ST. ANANTA WAHANA, S.H., M.H. F.PDIP 

5. A-209 SONNY T. DANAPARAMITA F.PDIP 

6. A-181 Dr. EVITA NURSANTY, M. Sc. F.PDIP 

7. A-158 SONDANG TIAR DEBORA TAMPUBOLON F.PDIP 

8. A-327 GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P. F.PG 

9. A-305 H. SINGGIH JANURATMOKO, S.K.H., M.M. F.PG 

10. A-311 DONI AKBAR, S.E., M.M. F.PG 

11. A-302 NUSRON WAHID F.PG 

12. A-115 KHILMI F.PGERINDRA 

13. A-361 ZURISTYO FIRMADATA, S.E., M.M. F.NASDEM 

14. A-374 H. SUBARDI, S.H., M.H. F NASDEM 

15. A-36 Ir. H. M. NASIM KHAN F.PKB 

16. A-11 TOMMY KURNIAWAN F.PKB 

17. A-40 H. ALI AHMAD F.PKB 

18. A-523 MUSLIM, S.HI., M.M. F.PD 

19. A-447 AMIN A.K., M.M. F.PKS 

20. A-416 Hj. NEVI ZUAIRINA F.PKS 

21. A-485 Dr. H. JON ERIZAL, S.E., M.B.A. F.PAN 

22. A-493 EKO HENDRO PURNOMO, S. Sos. F.PAN 

23. A-463 ELLY RACHMAT YASIN F.PPP 

 

 

2. HASIL KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KE PROVINSI JAWA BARAT 

Hasil kunjungan Kerja Spesifik ke Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, 

Komisi VI DPR RI menyoroti beberapa hal penting yang berhubungan dengan 

kinerja perusahaan serta memberi masukan seperti yang disampaikan di bawah 

ini: 

PTPN VIII 

 

Hingga bulan November 2023, PTPN VIII masih melanjutkan program 

transformasi keuangan dengan skema repackaging dalam kerangka integrasi 

PTPN Group yang bertujuan agar PTPN memberikan manfaat lebih  optimal bagi 

Indonesia yaitu: 

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi; 

2. Mendukung terwujudnya ketahanan pangan dan mengurangi impor gula & 

peningkatan produksi minyak goreng; 
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3. Mendukung program peningkatan bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) dan 

mengurangi ketergantungan impor energi; 

4. Mendukung agenda ESG dari Pemerintah; 

5. Mendorong program hilirisasi; 

6. Peningkatan pendapatan negara melalui penerimaan pajak & deviden. 

 

Bagi PTPN VIII, dengan adanya integrasi BUMN perkebunan diharapkan 

mampu mendorong pengembangan bisnis hilirisasi dan meningkatkan produksi 

minyak goreng dan gula serta mengembangkan kapasitas produksi 

biodiesel/FAME3. Selain itu diharapkan Integrasi PTPN juga dapat berdampak 

pada kinerja PTPN VIII antara lain:  

1. Meningkatkan kinerja Perusahaan termasuk diantaranya; 

• Meningkatkan efisiensi Perusahaan; 

• Meningkatkan value discovery asset; 

• Maksimalisasi nilai dengan peningkatan EBITDA 

• Meningkatkan fokus bisnis pada komoditas utama 

 

2. Dalam paparannya tersebut, Komisi VI DPR memberikan apresiasi atas 

Upaya perbaikan kinerja BUMN Perkebunan khususnya PTPN VIII namun 

secara khusus, Tim Kunker Spesifik Komisi VI DPR RI memberikan saran dan 

masukan sebagai berikut: 

1. Komoditas yang Ada di PTPN VIII masih bisa diandalkan sebagai Core 

Business (Bisnis Inti) dan dapat dikembangkan lebih cepat dan tepat guna 

dengan teknologi dan industrialisasi. Bahkan jika dilakukan dengan lebih 

serius, PTPN VIII dibawah Holding Perkebunan yang menjalankan berbagai 

bisnis komoditi perkebunan seperti teh, karet, sawit dan kopi yang memiliki 

potensi ekspor yang besar dan sangat menjanjikan bagi pemasukan negara 

dan kesejahteraan masyarakat; 

2. Walaupun asset-asset milik negara yang dikelola PTPN VIII bisa dijadikan 

pendapatan Perusahaan untuk pengembangan pariwisata dan area industri, 

namun Core Business PTPN VIII harus tetap fokus ke green gold pertanian 

dan perkebunan yang ditopang oleh post harvest integrated industrial;   

3. Hal ini penting untuk dijalankan dan menjadi catatan Tim Kunspek Komisi VI 
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DPR RI mengingat kondisi PTPN VIII yang riil saat ini hanya 6% dari 94% 

total produksi yang telah menerapkan hilirisasi bahan baku seperti 

pengeringan dan pengkemasan produk dari pohon teh. Tingkat hilirisasi 

produk-produk perkebunan milik PTPN VIII dinilai sangat minim dibandingkan 

asset yang dikelolanya. 

4. Komisi VI DPR RI mendorong industrialisasi hasil teh yang berasal dari 

perkebunan PTPN VIII. Salah satu caranya melalui sinergi BUMN yang 

digalakan oleh Kementerian BUMN. Sebagai contoh, PTPN VIII dapat 

berkoordinasi dengan hotel-hotel milik BUMN menyajikan produk teh 

berkualitas tinggi dari PTPN VIII seperti Walini. Hal ini dinilai penting untuk 

mendorong percepatan hilirisasi di sektor perkebunan agar mencapai minimal 

50% di tahun 2024 ini. Temuan Komisi VI DPR RI, saat ini PTPN VIII dinilai 

hanya memasok kebutuhan bahan baku daun teh pabrik-pabrik teh swasta.   

5. Dengan asset Perusahaan yang dikelola dan didukung oleh kecakapan 

sumberdaya manusianya, Komisi VI DPR RI berharap Tahun 2024 PTPN VIII 

Bisa Lebih Agresif dan Hasilkan Laba 

6. Tim Kunspek Komisi VI DPR RI menilai PTPN VIII perlu melakukan 

optimalisasi asset lahan perkebunan dengan tetap memperhatikan Good 

Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik) sehingga, asset 

yang sudah dimiliki ratusan tahun ini tetap terjaga dan bisa lebih dirasakan 

manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat serta membawa perusahaan menjadi 

Perusahaan yang menguntungkan (saat ini kondisi keuangan merugi). Untuk 

itu PTPN VIII perlu melakukan mitigasi terjadinya konflik sosial akibat 

sengketa lahan antara Perusahaan dengan penduduk di sekitar lahan kebun 

Perusahaan. 

 

Perum Perhutani 

 

Berdasarkan pendalaman saat Kunspek Komisi VI DPR RI dengan Direksi 

Perum Perhutani, Tim Kunspek Komisi VI DPR RI menyatakan harapannya 

agar Perum Perhutani menggunakan teknologi tepat guna dan mampu 

berkembang ke arah Industrialisasi hasil hutan tanpa mengesampingkan 

kelestarian hutan. Beberapa saran dan masukan yang disampaikan saat 
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pendalaman antara lain: 

1. Perum Perhutani tidak bisa lagi hanya sekedar mengandalkan sektor-

sektor yang sekedar menebang dan menjual kayu karena hal itu tidak akan 

mendapatkan value added bagi perusahaan dan negara; 

2. Walaupun disampaikan dalam paparan Direksi Perum Perhutani dari 

keuntungan perhutani sudah menyetorkan dividen Rp100 miliar (2023) dari 

pengelolaan lahan yang diberikan negara kepada Perusahaan, namun 

Perum Perhutani diminta untuk terus berinovasi dan berupaya 

meningkatkan kinerja Perusahaan mengingat lahan dan potensi 

kandungan yang ada di dalamnya sangat berharga dan tersebar diseluruh  

Indonesia. Untuk itu, Komisi VI DPR RI meminta Perum Perhutani tidak 

hanya sekedar mengandalkan menebang dan menjual hasil hutan namun 

dengan kemajuan teknologi bisa meningkatkan nilai tambah produk 

misalnya bagaimana Perum Perhutani berperan mendukung ekspor 

furniture; 

3. Komisi VI DPR RI menyampaikan harapannya agar Perum Perhutani bisa 

berperan sebagai terminal bahan baku untuk memasok berbagai 

kebutuhan industri-industri perkayuan nasional, tanpa mengabaikan 

kelestarian hutan. Diharapkan dengan strategi itu Perum perhutani dapat 

membuka lapangan kerja bagi generasi muda Indonesia, yang 

bersinggungan dengan lahan dan kinerja perhutani sehingga 

pengembangan hilirisasi bisa dirasakan manfaatnya ke bidang lain; 

4. Tim Kunspek Komisi VI DPR RI mendukung pengembangan unit 

pariwisata yang terdapat di lahan-lahan milik Perhutani tanpa 

mengabaikan Core Business dari Perum Perhutani; 

5. Sama halnya dengan PTPN VIII, Tim Kunspek Komisi VI DPR RI menilai 

Perum Perhutani perlu melakukan optimalisasi asset dengan tetap 

memperhatikan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan 

yang Baik) sehingga, asset yang sudah dimiliki ratusan tahun ini tetap 

terjaga dan bisa lebih dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat 

serta membawa perusahaan menjadi Perusahaan yang memberikan 

manfaat terutama bagi Masyarakat desa di sekitar hutan yang dikelola 

Perum Perhutani. Untuk itu Perum perhutani perlu melakukan mitigasi 
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terjadinya konflik sosial akibat sengketa lahan antara Perusahaan dengan 

Masyarakat termasuk mengatur tata kelola penggunaan sumber daya 

mineral dan tambang yang berada di area Hutan Kelola Perhutani. 

 

Pada kesempatan tersebut, Direksi PTPN VIII memberikan pemaparan 

dihadapan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Bogor, 

Provinsi Jawa Barat sebagai berikut: 
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Kemudian dilanjutkan oleh Direksi Perum Perhutani memberikan 

pemaparan sebagai berikut: 
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KETUA TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VI DPR RI  
KE KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT 

TTD. 
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LAMPIRAN FOTO KEGIATAN  

  

 
 

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat 
berfoto bersama seusai diskusi pendalaman 

 

 
 

Diskusi pendalaman Tim Kunspek Komisi VI DPR RI dengan Jajaran Direksi PTPN VIII dan 
Perum Perhutani di Gunung Mas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 
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Pimpinan Tim Kunspek Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Aria Bima 
memberikan masukan dan tanggapan atas paparan yang disajikan Direksi PTPN VIII dan 
Perum Perhutani 
 

 
 
Pertukaran plakat kenang-kenangan antara Tim Knspek Komisi VI DPR RI ke Kabupaten 
Bogor Provinsi Jawa Barat dengan Jajaran Direksi PTPN VIII.**** 


